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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menjadi hal yang sulit baik bagi 
pengusaha maupun pekerja atau buruh. Fakta menunjukkan bahwa PHK 
seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak dikarenakan masing-
masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi terjadinya 
PHK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui substansi Putusan MA Nomor 39 
K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
sangat banyak digunakan oleh pengusaha/perusahaan karena di anggap sangat 
efisien dalam menjalankan operasional perusahaan dan dapat meminimalis 
pengeluaran perusahaan. Keabsahan dalam sebuah perjanjian kerja harus memuat 
unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian agar tidak menimbulkan akibat hukum di 
kemudian hari. Perjanjian kerja itu sah ketika di tanda tanganinya perjanjian kerja 
itu, namun perjanjian itu akan tidak sah ketika melanggar peraturan-peraturan 
yang mengaturnya. Jika (PKWT) dibuat tidak sesuai peraturan perundang-
undangan maka (PKWT) itu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
(PKWTT). Perusahaan akan dikenakan sanksi pidana jika dalam pembuatan 
perjanjian kerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini 
mempunyai manfaat untuk penulis dalam pengembangan dibidang ilmu hukum 
dan mempunyai manfaat bagi dinas tenaga kerja, serikat pekerja/buruh serta 
masyarakat yang membutuhkan informasi terkait ketenagakerjaan. 
 





Termination of Employment Relations (PHK) has always been a difficult thing for 
both employers and workers or laborers. The fact shows that layoffs often cause 
dissatisfaction for one party because each party has a different point of view in 
responding to the occurrence of layoffs. The purpose of this study was to find out 
the substance of the Supreme Court Decision Number 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021 
dated February 9, 2021 regarding a Specific Time Work Agreement (PKWT) and 




juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court 
decisions that have permanent legal force.  Certain time work agreements 
(PKWT) are widely used by entrepreneurs/companies because they are 
considered very efficient in carrying out company operations and can minimize 
company expenses. The validity of a work agreement must contain the elements 
and conditions for the validity of an agreement so that it does not cause legal 
consequences in the future. The work agreement is valid when the work 
agreement is signed, but the agreement will be invalid when it violates the 
regulations that govern it. If (PKWT) is made not in accordance with statutory 
regulations, then (PKWT) becomes an indefinite work agreement (PKWTT). The 
company will be subject to criminal sanctions if the work agreement is not in 
accordance with the laws and regulations. This research has benefits for writers 
in the development of the field of legal science and has benefits for the 
Department of Manpower, trade unions / laborers and people who need 
information related to employment. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (PHK) amat sering terjadi 
apa lagi pada masa Pandemi Covid-19 membuat beberapa perusahaan atau 
penyedia lapangan pekerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
kepada karyawannya. Tak hanya setelah datangnya pandemi, PHK memang 
sudah menjadi momok sejak lama. Terkadang, PHK dilakukan secara 
sepihak, tanpa memerhatikan dampaknya bagi karyawan yang bersangkutan. 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu mejadi hal yang sulit baik 
bagi pengusaha maupun pekerja/buruh. Pengusaha menganggap terjadinya 
PHK merupakan hal yang wajar di dalam kegiatan perusahaan. Bagi 
pekerja/buruh, terjadinya PHK berdampak sangat luas bagi kehidupanya tidak 
hanya bagi dirinya pribadi namun juga keluarganya. Adapun definisi dari 
PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui 
proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. PHK Sepihak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi 
pekerja/karyawan, karena hanya dengan selembar surat keterangan PHK yang 
dikeluarkan oleh perusahaan, semua hak pekerja mulai dari upah/gaji hingga 
jaminan sosial akan hilang. 
Adapun definisi dari PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh 
perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK Sepihak merupakan 
momok yang sangat menakutkan bagi pekerja/karyawan, karena hanya 
dengan selembar surat keterangan PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan, 
semua hak pekerja mulai dari upah/gaji hingga jaminan sosial akan hilang. 
PHK biasanya menjadi solusi yang akan diambil oleh perusahaan 
dengan berbagai alasan. Bagaimanapun alasannya, PHK bukanlah hal yang 
masuk akal dan mudah diterima oleh mereka yang menerima PHK. 




pekerja/karyawan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ataupun Peraturan Perusahaan. Syaratnya, 
perusahaan wajib memberikan surat peringatan selama 3 kali berturut-turut 
sebelum melakukan PHK terhadap pekerja/karyawan. 
Kasus antara PT. ONASIS INDONESIA melawan MUHAMMAD 
SOLIKHIN dkk ini berawal dari adanya Tindakan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT ONASIS INDONESIA 
terhadap 7 (tujuh) orang karyawannya terhitung sejak tanggal 5 Desember 
2019. Atas Tindakan PHK secara sepihak ini, Muhammad Solikhin dkk 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Samarinda.  Gugatan ini di saksikan oleh para Penggugat serta 
Tergugat dan diputus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil Putusan 
mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat. 
Dalam putusan Mahkamah Agung perkara nomor Nomor 39 
K/Pdt.Sus-PHI/2021,1 memutus: 
 1.  Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ONASIS 
INDONESIA, tersebut; 
 2.  Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah);  
Hal yang ingin penulis fokuskan untuk menganalisis kasus ini adalah 
perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beralih status 
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja 
waktu tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan? 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penafsiran asas 
manfaat oleh hakim dikaitkan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. 
Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai penafsiran 
asas manfaat pada putusan hakim dikaitkan dengan upaya keadilan dan 
kepastian hukum dimana hal yang sangat penting dalam upaya mengganti 
kerugian yang dialami korban PHK, juga dapat digunakan sebagai instrumen 
pencegahan karena memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahan 
yang masih saja ada yang melakukan PHK tanpa adanya perundingan atau 
kesepakat terlebih dahulu. Dengan peristiwa hukum tersebut akan membuat 
kita baik pegawai/karyawan maupun perusahan belajar tertib hukum dan 
menjalankan apa yang telah di atur di dalam Undang-undang.  
 





D. Tinjauan Pustaka 
Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) adalah Hubungan kerja 
antara pegawai dengan pimpinan perusahaan secara yuridis terjadi karena 
adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Selama adanya perjanjian 
kerja yang mengikat tersebut maka selama itu pula hubungan kerja akan ada. 
Namun hal hubungan kerja tersebut dapat terjadi apabila adanya pemutusan 
hubungan kerja walaupun masih ada perjanjian kerja yang mengikat. 
Terjadinya pemutusan hubungan kerja ini dapat terjadi karena keinginan dari 
perusahaan atau juga dari keinginan dari pegawai. 
Berikut adalah beberapa pengertian PHK menurut para ahli: 
Menurut Manulang di dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia 
menyatakan bahwa pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
pekerja dengan pengusaha. 
Menurut Susilo Martoyo menyatakan bahwa pengertian PHK dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: Pengertian PHK yang positif adalah bila 
pemberhentian dijalankan saat atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku secara wajar 
Selanjutnya adalah pengertian PHK yang negatif adalah proses PHK 
tersebut menyimpang dari ketentuan atau secara tidak wajar seperti 
diberhentikan secara tidak hormat, dipecat, dll.  
Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo, pengertian PHK adalah sebuah 
proses pelepasan keterikatan kerjasama antara perusahaan dengan tenaga 
kerja, baik itu atas pemintaan tenaga kerja atau atas kebijakan perusahaan 
karena di pandang tenaga kerja tersebut tidak mampu lagi atau karena 
perusahaan yang tidak memungkinkan.2 
Namun ada langkah yang bisa dilakukan ketika tak terima di-PHK 
sepihak oleh perusahaan, hal tesebut diaturan dalam melakukan PHK harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Regulasinya 
dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tak boleh 
melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih 
dahulu. 
Apabila hasil perundingan yang sudah dilakukan tak menghasilkan 
persetujuan, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja 
dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari lembaga 
penyelesaian hubungan industrial. Hal ini diatur dalam pasal 151 ayat 3 UU 
Ketenagakerjaan. Selanjutnya, aturan untuk penyelesaian perkara PHK secara 
sepihak dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial.3 Aturan ini dipertegas dalam pasal 5 yang 
menyatakan bahwa: “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi 
 
2 Pengertian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Syarat dan Jenis-Jenis, 
https://www.pahlevi.net/pengertian-phk/ (google) pendapat para ahli tentang PHK. Diakses tgl 
16 September 2021 




tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Namun Apabila sudah ada 
kesepakatan mengenai PHK oleh perusahaan ataupun tenaga kerja 
berdasarkan musyawarah mufakat, maka wajib didaftarkan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di mana para pihak mengadakan 
perjanjian bersama. 
Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja dan 
perusahaan. Dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.4 Sedangkan menurut Pasal 
1601 a KUH Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang 
satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si 
majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 
upah”.5  
Karyawan yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
sesuai dengan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
tidak memerlukan masa percobaan dikarenakan hal tersebut diberikan pada 
karyawan tetap.6 Dan dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4 menyatakan 
bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan 
paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka 
waktu paling lama satu tahun. Jika lebih, maka disebut karyawan tetap.7 
 
Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) 
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyatakan bahwa 
Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan 
tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah 
yang diberikan berdasarkan pada jumlah kehadiran.8 
Perubahan PKWT menjadi PKWTT bisa terjadi karena 3 hal: 
1.   Berubah karena kesepakatan para pihak karena telah tercapainya sesuatu 
yang telah diperjanjikan sebelumnya. 
2.   Berubah karena alasan "demi hukum"  
3.   Berubah karena Undang Undang menyatakan atau menganggap PKWT 





4 Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
5 Pasal 1601 a KUH Perdata tentang Perjanjian kerja  
6 Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
7 Pasal 59 ayat 4 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan 
8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-






1. Kasus Posisi 
Alasan Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 
39 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 
PT. ONASIS INDONESIA tersebut. Dalam pertimbangan dengan 
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam 
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa 
berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 
Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para 
Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau 
karyawan tetap;9 Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja dengan 
alasan Para Penggugat sudah habis kontraknya; Bahwa Para Penggugat 
dan Tergugat tidak mendalilkan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dilakukan oleh Tergugat. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) 
sepihak oleh PT. ONASIS INDONESIA menimbulkan polemik bagi para 
karyawan. 
Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja 
dan perusahaan. Dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, perjanjian kerja adalah perjanjian 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan menurut 
Pasal 1601 a KUH Perdata “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana 
pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya 
pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan 
dengan menerima upah”.  
Aturan untuk penyelesaian perkara PHK secara sepihak dijelaskan 
dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Aturan ini dipertegas dalam pasal 5 yang 
menyatakan bahwa: “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau 
mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.” Namun 
Apabila sudah ada kesepakatan mengenai PHK oleh perusahaan ataupun 
tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat, maka wajib didaftarkan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di mana para pihak 
mengadakan perjanjian bersama. Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu) dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 
2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan 
untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu 
 
9 Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-




dan volume pekerjaan serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah 
kehadiran. 
 
2. Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 
K/Pdt.Sus-PHI/2021 
Gugatan ini di saksikan oleh para Penggugat serta Tergugat dan  
diputus pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil Putusan mengabulkan 
sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat. Merasa tidak puas 
atas putusan pengadilan tersebut, maka tergugat mengajukan permohonan 
kasasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana 
tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 
21/KAS/2020/PHI.Smr.,juncto No.23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smr yang 
dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Samarinda. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi 
yang telah diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial Samarinda pada 
Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2020.10 
Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2020 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon 
Kasasi meminta agar:  
1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu 
Tergugat), dan; 
2. Membatalkan keseluruhan isi Putusan Pengadilan Hubungan 
Industrial 
Kemudian, Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2020/PN 
Smr., tanggal 14 Juli 2020, Mengadili Sendiri: 
1.  Menolak seluruh gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi 
(dahulu Para Penggugat) atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat 
diterima; 
2.  Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat/Para Termohon 
Kasasi (dahulu Para Penggugat);11 
Terhadap memori kasasi tersebut, pada tanggal 17 September 2020 Para 
Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya 
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Terhadap alasan-alasan 
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat 
dibenarkan. Setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra 
memori kasasi tanggal 17 September 2020, dengan pertimbangan Judex 
Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum 
dengan pertimbangan sebagai berikut: 
 
 
10 Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/KAS/2020/PHI.Smr.,juncto No.23/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN Smr 





a. Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 
tanggal 5 Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka 
status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat 
berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan 
tetap;12  
b. Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja dengan alasan Para 
Penggugat sudah habis kontraknya; 
c. bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan kapan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat;  
d. Bahwa sudah tepat judex facti mempertimbangkan bahwa pemutusan 
hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi 
sejak terbit Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDISUM/DTKT/2019, 
tanggal 5 Desember 2019 oleh karenanya hubungan kerja antara Para 
Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Desember 2019; 
e. Bahwa Para Penggugat berhak atas hak-hak dalam pemutusan 
hubungan kerja (PHK) tersebut sebesar uang pesangon sebesar 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa 
kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.13 
 
Salah satu permasalahan hukum dibidang ketenagakerjaan tersebut 
adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Maulinda, & Dahlan, 
2016). Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja/buruh ditujukan 
guna terpenuhinya hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin 
keselarasan kesepakatan serta perlakuan hak dasar pekerja/buruh dan 
menjamin keselarasan serta perlakuan tanpa adanya suatu 
diskriminasi14 
 
Berikut penulis menguraikan analisa hukum dari dasar-dasar pertimbangan 
hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt.Sus-
PHI/2021:  
a) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa 
putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 
dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan 
oleh Pemohon Kasasi PT ONASIS INDONESIA, tersebut ditolak. 
 
12 Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDIS-
UM/DTKT/2019 
13 Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
14 Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings 




b) Berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 
Desember 2019 Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status 
hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah status 
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;  
c) Dan Para Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan kapan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat;  
d) Bahwa sudah tepat judex facti mempertimbangkan bahwa pemutusan 
hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi 
sejak terbit Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi 
Kalimantan Timur Nomor 568/3599/SETDISUM/DTKT/2019, tanggal 
5 Desember 2019 oleh karenanya hubungan kerja antara Para 
Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 Desember 2019. 
e) Sedangkan untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) 
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk 
pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan 
volume pekerjaan serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah 
kehadiran.15 
f) Perubahan PKWT menjadi PKWTT bisa terjadi karena 3 hal: 
1. Berubah karena kesepakatan para pihak karena telah tercapainya 
sesuatu yang telah diperjanjikan sebelumnya. 
2. Berubah karena alasan "demi hukum"  
3. Berubah karena Undang Undang menyatakan atau menganggap 
PKWT menjadi PKWTT karena penyimpangan Pasal 57 UU 
No.13 Tahun 2003. 
 
F. Kesimpulan Dan Saran 
1. Kesimpulan 
Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, diberlakukan agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu 
tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan, memberdayakan dan 
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, 
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya. Pada Kasus antara PT. ONASIS INDONESIA melawan 
MUHAMMAD SOLIKHIN dkk ini berawal dari adanya Tindakan 
 
15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-





Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT 
ONASIS INDONESIA terhadap 7 (tujuh) orang karyawannya terhitung 
sejak tanggal 5 Desember 2019. Atas Tindakan PHK secara sepihak ini, 
Muhammad Solikhin dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan 
“mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh penggugat”. 
Merasa tidak puas atas putusan pengadilan tersebut, maka tergugat (PT. 
ONASIS INDONESIA) mengajukan permohonan kasasi melalui kuasa 
hukumnya. Atas permohonan Kasasi ini, Mahkamah Agung menilai 
bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 
Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau 
undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh 
Pemohon Kasasi PT. ONASIS INDONESIA tersebut harus ditolak. Bahwa 
berdasarkan Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 568/3599/SETDIS-UM/DTKT/2019 tanggal 5 Desember 2019 
Perihal Nota Pemeriksaan Khusus maka status hubungan kerja antara Para 
Penggugat dengan Tergugat berubah status dan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau 
karyawan tetap. 
2. Saran 
Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis sebelumnya 
mengenai hal perjanjian kerja, penulis memiliki beberapa saran, kepada 
perusahaan mengenai pembuatan perjanjian kerja, sebagai berikut: a. 
Perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting bagi para pekerja dengan 
perusahaan, dan satu hal yang perlu ditekankan perusahaan tak boleh 
melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih 
dahulu antara Perusahaan dan Karyawan atau kedua belah pihak. b. 
Perusahaan dalam pembuatan perjanjian kerja perlu adanya pemahaman 
mengenai PKWT dan PKWTT dalam perjanjian kerja yang diatur dalam 
hukum ketenagakerjaan. 
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang 
telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam UU No.13 Tahun 
2003 bahwa yang harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu 
tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskriminasi) antara sesama 
pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha dimana terdapat beberapa 
unsur dari hubungan kerja yang harus dipertimbangkan yaitu unsur service 
(pelayanan, time (waktu) dan pay (upah) 
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